Q 4%

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN, PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN
MIGAS BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

Menimbang

Mengingat :

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Menyatakan Bahwa
Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah diatur oleh masing-
masing dacrah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang
Penctapan Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten
Siak;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 3569);

. Undang-Und:ang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902 «cbagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Uncang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembenti: o bupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Rokan Hilir, :.:bupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, K=' :pzien Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran ira Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
107, Tamb: .. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4880);



(@1

6.

10.

Ll

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan  Lembaran Negara
Nomor 3987); '

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah . Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593); '

. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 288);

Peraturan  Menteri Dalam Negeri  Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012
Nomor 16); b

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DAN

PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN
PERTAMBANGAN MIGAS BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN
SIAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1,

2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Siak.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indongsia
Tahun 1945. :

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah adalah Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah.

Dana Bagi Hasil selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka
persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang
dikenakan atas bumi dan bangunan.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan atau perairan.



11.

12.

(1)

Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli,
Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek
lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, Nilai Objek Pajak Pengganti.

Surat Pembentukan Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak
untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang.
BAB II

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2
Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10 % (sepuluh
perseratus) untuk Pemerintah Pusat dan 90 % (sembilan puluh perseratus)
untuk Pemerintah Daerah.
Dana Bagi Hasil PBB sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dibagi dengan
rincian sebagai berikut:

a. 16,2 % (enam belas koma dua perseratus) untuk Propinsi Riau;

b. 64,8 % (enam puluh empat koma delapan perseratus) untuk Pemerintah
Kabupaten Siak;dan

c. 9 % (sembilan perseratus) untuk biaya pemungutan.

Pasal 3

Biaya Pemungutan bagian Pemerintah Kabupaten Siak digunakan untuk:

da.

(1).

65 % (enam puluh lima perseratus) digunakan untuk biaya pemungutan bagi
Tim Pengarah Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Tim Pelaksana
Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;dan

35 % (tiga puluh lima perseratus) digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan yang menunjang peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Menerima Insentif Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Migas
Bekerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Siak minimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

. Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Migas Bagian Pemerintah
Kabupaten Siak sebagaimana Pasal 3 di atas, dilakukan oleh Bupati Siak.



BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penetapan Pembagian dan Penggunaan Biava Pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran
2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
, Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
" ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.
Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal doouost 2016
7£BUPATI SIAK,
,ﬁ&
ﬁ SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 DJaouar! 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

. HAMZAH
tama Madya
00125 198903 1 004

Drs. H.
Pembi
NIP. 1

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 4



